
Bombana  Hadiri  Rakor  Nasional
Penguatan Fungsi Gubernur dalam
Pengawasan  Produk  Hukum
Daerah
Bombana, sultranet.com – Pemerintah Kabupaten Bombana mengikuti Rapat
Koordinasi (Rakor) tingkat nasional yang membahas penguatan fungsi gubernur
sebagai  wakil  pemerintah  pusat  dalam  pembinaan  dan  pengawasan  produk
hukum daerah. Kegiatan yang berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting
ini diikuti Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si bersama Asisten/Staf
Ahli Setda dan pimpinan OPD terkait. Rakor dipusatkan di Ruang Rapat Measa
Laro Lantai 2 Setda Bombana, Kamis (14/8/2025).

Rakor  tersebut  diselenggarakan  Direktorat  Jenderal  Otonomi  Daerah
Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, Toto Karnavian. Seluruh kepala daerah, wakil kepala daerah,
serta pejabat terkait dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia turut
mengikuti agenda tersebut secara serentak.

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan urgensi memperkuat peran gubernur
sebagai  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat  untuk  memastikan  seluruh
produk  hukum  daerah  selaras  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Ia
mengingatkan bahwa penyelarasan regulasi merupakan fondasi penting dalam
menjaga iklim investasi yang sehat dan memperkuat layanan publik.

“Pengawasan produk hukum daerah harus dilakukan secara konsisten agar tidak
muncul regulasi yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat,” tegas Mendagri dalam kesempatan tersebut.

Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, menegaskan komitmen pemerintah daerah
dalam mendukung langkah penguatan pembinaan dan pengawasan regulasi yang
dilakukan pemerintah provinsi. Ia menyampaikan bahwa harmonisasi kebijakan
lintas level pemerintahan menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola
yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
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“Kebijakan yang harmonis antara pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci
terwujudnya  pemerintahan  yang  efektif  dan  berpihak  pada  kepentingan
masyarakat,”  ujarnya.

Rakor juga membahas strategi pendampingan daerah, mekanisme evaluasi, serta
langkah  percepatan  penyesuaian  produk  hukum  daerah  dengan  kebijakan
nasional. Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan
kualitas regulasi,  memastikan kepatuhan, serta memperkuat koordinasi  dalam
implementasi  kebijakan  bidang  pemerintahan,  pembangunan,  dan  pelayanan
publik.

Pemerintah  Kabupaten  Bombana  menyambut  baik  arahan  tersebut  dan
menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah siap meningkatkan sinergi dengan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memastikan setiap regulasi yang
disusun  memenuhi  prinsip  legalitas,  efektivitas,  dan  keberpihakan  kepada
masyarakat.

Kesbangpol Bombana Ikuti Rakor
Pengawasan  Orang  Asing  se-
Indonesia
Bombana, Sultranet.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Bombana turut berpartisipasi  dalam Rapat Koordinasi  Pemantauan
dan  Pengawasan  Keberadaan  serta  Aktivitas  Orang  Asing  di  Daerah  yang
diselenggarakan  oleh  Direktorat  Jenderal  Politik  dan  Pemerintahan  Umum
Kementerian  Dalam  Negeri,  Senin  (23/6/2025).

Kegiatan yang digelar secara daring melalui platform Zoom ini diikuti oleh 239
Kesbangpol  dari  seluruh  provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Indonesia.  Dari
Bombana, rapat dihadiri oleh tiga staf dari Bidang Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik,  yaitu  Ahmad,  S.Sos.,  Sitti  Amarwangi,  S.Sos.,  dan Muh.
Kamil.
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Rakor  ini  bertujuan  untuk  memperkuat  sinergi  antara  pemerintah  pusat  dan
daerah dalam memantau serta mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing
di  wilayah  masing-masing.  Langkah  ini  dilakukan  sebagai  bentuk  antisipasi
terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Dalam arahannya, perwakilan Ditjen Politik dan PUM menekankan pentingnya
koordinasi lintas sektor untuk mendukung efektivitas pengawasan. “Pelaporan
yang rutin dan komunikasi yang intensif dengan pihak Imigrasi, Kepolisian, dan
TNI menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah,” ujar narasumber dari
Ditjen Politik dan PUM Kemendagri.

Partisipasi  aktif  Kesbangpol  Bombana  dalam  kegiatan  ini  mencerminkan
komitmen daerah dalam menjaga kewaspadaan terhadap dinamika sosial yang
dapat timbul dari kehadiran orang asing.

Melalui rapat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih sigap dan responsif
dalam  menghadapi  potensi  ancaman,  serta  memperkuat  fungsi  pengawasan
secara terstruktur dan terintegrasi.

Pemprov Sultra Ikuti Rakor Inflasi
dan  Strategi  Pertumbuhan
Ekonomi Nasional
Kendari,  Sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra)  mengikuti  Rapat Koordinasi  (Rakor) Pengendalian Inflasi  Daerah yang
dirangkaikan  dengan  pembahasan  strategi  menjaga  pertumbuhan  ekonomi
nasional.  Rakor  ini  digelar  secara  virtual  oleh  Kementerian  Dalam  Negeri
Republik  Indonesia  (Kemendagri  RI)  dan  diikuti  secara  rutin  oleh  seluruh
pemerintah daerah di  Indonesia.  Pemprov  Sultra  mengikuti  kegiatan ini  dari
Ruang  Rapat  Biro  Perekonomian  Sekretariat  Daerah  (Setda)  Provinsi  Sultra,
Senin, 26 Mei 2025.
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Rakor  mingguan  ini  dipimpin  langsung  oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Tito
Karnavian, yang menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga laju
pertumbuhan ekonomi daerah masing-masing. Ia menekankan bahwa indikator
keberhasilan kerja  kepala daerah tidak hanya diukur dari  pembangunan fisik
semata, tetapi dari bagaimana pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut terjaga
dengan baik.

“Angka  pertumbuhan  ekonomi  harus  menjadi  perhatian  dari  seluruh  kepala
daerah,  karena  kerja  kepala  daerah  itu  yang  paling  utama  dari  angka
pertumbuhan  ekonomi,”  ujar  Tito  dalam  arahannya.

Ia  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  positif  akan  berdampak
langsung  terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  Menurutnya,  kenaikan
pertumbuhan ekonomi  sekecil  apa  pun akan memberikan manfaat  besar  jika
disertai dengan pemerataan.

“Kalau angka pertumbuhan ekonominya minus, daerah itu mundur. Yang miskin
makin miskin,  nanti  jangan berpikirlah untuk menangani  kemiskinan ekstrem
kalau ekonomi tidak tumbuh,” tegasnya.

Tito juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I
2025 tercatat sebesar 4,87 persen secara year-on-year (yoy). Pemerintah pusat,
kata dia,  menargetkan angka pertumbuhan nasional  mencapai  8 persen pada
tahun 2029, sebuah target ambisius yang membutuhkan kolaborasi erat antara
pemerintah pusat dan daerah.

“Kita berusaha membuat rumus baru meniru keberhasilan inflasi, dari daerah-
daerah kita minta juga bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
masing-masing,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, turut hadir sejumlah pejabat penting dari kementerian dan
lembaga negara, seperti Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy, Deputi
Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS  Pudji  Ismartini,  Deputi  III  Bidang
Perekonomian  Kantor  Staf  Presiden  Edy  Priyono,  serta  Staf  Ahli  Menteri
Pertanian  Suwandi.

Dari jajaran Pemprov Sultra, hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Asrun Lio,
Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Energi dan



Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Biro Perekonomian, serta perwakilan dari
Bank Indonesia, BPS, Bulog, dan sejumlah OPD terkait.

Kepala  Bappenas  Rachmat  Pambudy  dalam  paparannya  menekankan  bahwa
menjaga  inflasi  tetap  rendah  merupakan  pilar  penting  dalam  mendukung
keberlanjutan  pembangunan.  “Menjaga  inflasi  adalah  pilar  penting  dalam
memastikan  keberlanjutan  pembangunan,  juga  keberlanjutan  pertumbuhan
ekonomi,”  kata  Rachmat.

Ia mengingatkan bahwa inflasi yang tinggi tidak hanya berdampak pada kenaikan
harga barang, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya
berisiko meningkatkan jumlah penduduk miskin. Ia mengajak pemerintah daerah
untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga inflasi tetap terkendali
sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal.

Sementara  itu,  Deputi  BPS  Pudji  Ismartini  memaparkan  data  Indeks
Perkembangan Harga (IPH) M4 Mei 2025. Berdasarkan hasil pemantauan hingga
23 Mei, tercatat 33 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara lima provinsi
lainnya mengalami kenaikan, termasuk Sulawesi Tenggara.

“Khusus di Kabupaten Kolaka Timur, tercatat kenaikan IPH sebesar 1,83 persen.
Komoditas penyumbang utama kenaikan adalah beras, cabai merah, dan cabai
rawit,” jelas Pudji.

Menanggapi hasil  rakor, Sekda Sultra Asrun Lio menyatakan bahwa pihaknya
akan terus memperkuat sistem pelaporan dan pemantauan harga di pasar. Hal
ini,  menurutnya,  sangat  penting  terlebih  menjelang  momentum  hari  besar
keagamaan  seperti  Iduladha.

“Pemantauan harga kebutuhan pokok menjadi bagian dari upaya kami menjaga
stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Kami juga rutin menyusun laporan
mingguan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut di lapangan,” ujar Asrun.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus bekerja sama dengan
instansi  vertikal  dan  pelaku  usaha  untuk  menjaga  keseimbangan  suplai  dan
permintaan barang, terutama komoditas pangan strategis yang rentan mengalami
fluktuasi harga.

Melalui  keikutsertaan dalam rakor nasional  ini,  Pemprov Sultra menunjukkan



komitmennya untuk berkontribusi  aktif  dalam upaya nasional  menekan inflasi
sekaligus  menjaga  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan,  inklusif,  dan
berpihak  pada  kesejahteraan  masyarakat.

Pemprov Sultra Fokus Kendalikan
Inflasi  dan  Dukung  Sekolah
Unggulan Garuda
Kendari,  Sultranet.com  –  Pemerintah Provinsi  Sulawesi  Tenggara (Pemprov
Sultra)  menegaskan  komitmennya  dalam  mengendalikan  inflasi  daerah  serta
mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui partisipasi aktif dalam Rapat
Koordinasi  Pengendalian  Inflasi  Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi
Sekolah  Unggulan  Garuda.  Kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh  Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia ini berlangsung secara virtual melalui Zoom
Meeting, Senin, 14 April 2025, dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Sultra.

Rakor  mingguan  ini  dipimpin  langsung  oleh  Sekretaris  Jenderal  Kemendagri
Tomsi Tohir dan dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk Kepala
Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Amalia  Adininggar  Widyasanti,  Deputi  Bidang
Perekonomian  Kantor  Staf  Presiden  Edy  Priyono,  serta  Wamendikbudristek
bidang  Sains  dan  Teknologi  Prof.  Stella  Christie.

Dari Sultra, kegiatan ini turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Dr. Asrun
Lio,  Staf Ahli  Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, perwakilan Bulog,
BPS, serta sejumlah dinas teknis lainnya.

Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh kepala daerah agar aktif
melakukan penanaman komoditas pangan, terutama di desa-desa, guna menjaga
stabilitas harga bahan pokok yang sering mengalami fluktuasi tinggi.

“Tidak perlu terlalu luas, tetapi cukup untuk kebutuhan di kampungnya sendiri.
Komoditas  seperti  bawang  merah,  cabai  merah,  dan  cabai  rawit  perlu  jadi
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perhatian serius,” ujar Tomsi.

Ia juga meminta agar pada Rakor minggu berikutnya,  seluruh kepala daerah
melaporkan data dan langkah konkret yang telah diambil dalam pengendalian
harga komoditas.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Inflasi Bulan
ke  Bulan  (Maret  2025  terhadap  Februari  2025)  mencapai  1,65%,  sementara
Inflasi  Tahun ke  Tahun (Maret  2025 terhadap Maret  2024)  tercatat  sebesar
1,03%. Kenaikan harga terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan
tembakau, serta penghapusan diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya
diberlakukan.

Tiga  komoditas  utama  penyumbang  inflasi  pada  Maret  2025  adalah  bawang
merah (24,07%), cabai rawit (13,67%), dan daging ayam ras (1,64%).

Secara  wilayah,  Kabupaten  Wakatobi  di  Sulawesi  Tenggara  mencatat  Indeks
Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar Jawa dan Sumatera, yakni sebesar
4,16%.  Kenaikan  IPH ini  didorong  oleh  keterbatasan  akses  transportasi  dan
distribusi  logistik,  terutama untuk komoditas seperti  cabai  merah, beras,  dan
bawang merah.

Menanggapi  hal  tersebut,  Sekda  Sultra  Asrun  Lio  menegaskan bahwa meski
inflasi secara umum di Sultra masih tergolong normal, beberapa daerah dengan
kondisi geografis sulit memang mengalami tantangan dalam pengendalian harga.

“Daerah seperti Wakatobi, Buton Utara, dan Muna memang mencatat IPH cukup
tinggi.  Keterbatasan  akses,  seperti  jalur  laut  yang  menjadi  satu-satunya
penghubung,  membuat  distribusi  barang  menjadi  tidak  lancar,”  kata  Asrun.



Sebaliknya, daerah seperti Buton Selatan dan Kolaka Timur yang memiliki akses
transportasi  lebih baik menunjukkan IPH terendah,  menjadi  bukti  pentingnya
konektivitas dalam menjaga stabilitas harga.

Dalam  rakor  tersebut,  Wamendikbudristek  Prof.  Stella  Christie  juga
memperkenalkan program Sekolah Unggulan Garuda, sebagai bagian dari Asta
Cita  Presiden  Prabowo  Subianto.  Program  ini  bertujuan  membuka  akses
pendidikan unggulan, khususnya di bidang sains dan teknologi, bagi seluruh anak
bangsa,  termasuk  mereka  yang  selama  ini  kurang  memiliki  kesempatan
mengenyam  pendidikan  berkualitas.

“Bapak  Presiden  melihat  masih  ada  kesenjangan  akses  di  bidang  sains  dan
teknologi.  Sekolah  Garuda  Unggul  ini  dirancang  untuk  memberi  kesempatan
belajar yang setara bagi siswa dari berbagai daerah, termasuk yang terpinggirkan
secara geografis maupun ekonomi,” ujar Prof. Stella.

Ia  menekankan,  program  ini  tidak  hanya  memperluas  akses,  tetapi  juga
membekali generasi muda dengan ilmu yang relevan untuk mendorong kemajuan
Indonesia di bidang sains dan teknologi.

Pemprov Sultra menyambut baik inisiatif tersebut dan akan mendorong peran
aktif  daerah  dalam menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang  unggul.  Sejalan
dengan itu, Pemprov juga menegaskan komitmennya untuk terus mengendalikan
inflasi  dengan  langkah  strategis  seperti  memperkuat  distribusi  logistik,
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mendorong  produksi  lokal,  dan  menjaga  ketersediaan  pangan  utama.

Dengan sinergi  kuat  antara  pusat  dan daerah,  serta  dukungan lintas  sektor,
Sulawesi  Tenggara  diharapkan  mampu  menghadapi  tantangan  inflasi  dan
memperkuat  kualitas  pendidikan  untuk  masa  depan  yang  lebih  baik.

Pemprov  Sultra  Ikuti  Rakor
Inflasi,  Siap  Hadapi  Arus  Mudik
dan  Kenaikan  Harga  Jelang
Lebaran
SultraNet.com  –  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  (Pemprov  Sultra)
mengikuti  Rapat  Koordinasi  Pengendalian  Inflasi  Daerah yang digelar  secara
virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) pada
Senin, 17 Februari 2025.

Rapat yang berlangsung setiap pekan ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam
Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh kementerian serta lembaga terkait seperti
Kementerian Perhubungan, Badan Pusat Statistik (BPS),  Kantor Staf Presiden
(KSP),  Satgas  Pangan  Polri,  Kementerian  Pertanian,  serta  Badan  Pangan
Nasional.  Pemprov Sultra  sendiri  mengikuti  rakor  ini  dari  Ruang Rapat  Biro
Perekonomian  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  diwakili  oleh
unsur Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Biro
Perekonomian, Dinas ESDM, serta perwakilan dari  BPS, BI,  Dinas Ketahanan
Pangan, dan dinas teknis lainnya.

Dalam pembahasan utama, Tito menekankan pentingnya kesiapan pemerintah
pusat dan daerah dalam menghadapi arus mudik dan lonjakan harga menjelang
Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Tito menyebutkan bahwa Ramadan akan
dimulai pada 1 Maret 2025, dengan arus mudik diprediksi terjadi mulai 28 Maret
2025 dan arus balik pada 7 April 2025.
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“Setelah  masuk  Ramadan,  kita  akan  menghadapi  pekerjaan  besar  karena
mobilitas masyarakat sangat tinggi menjelang Idul Fitri. Ini butuh manajemen
transportasi yang matang, baik darat, laut maupun udara,” kata Tito.

Ia  juga  menegaskan  pentingnya  koordinasi  antarpihak,  baik  pusat  maupun
daerah. Dalam mendukung hal tersebut, Kemendagri telah menerbitkan Surat
Edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam
mendukung  arus  mudik  Lebaran  2025.  Surat  edaran  ini  mencakup  imbauan
pengamanan,  kelancaran  arus  transportasi,  serta  peningkatan  sinergi
antarinstansi.

Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menambahkan bahwa pemerintah
juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret
2025. Hal ini sebagai langkah untuk mengurangi beban di jalur-jalur strategis
seperti  Ketapang–Gilimanuk dan Bandara Ngurah Rai Bali,  yang akan ditutup
selama Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025.

“Kami  mendorong  pelaksanaan  mudik  gratis,  penyediaan  rest  area,  serta
peningkatan pengawasan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan,” ujar
Dudy.

Dalam  rapat  itu,  pengendalian  inflasi  juga  menjadi  sorotan.  Mendagri
mengungkapkan bahwa inflasi nasional pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,76%
secara tahunan (year-on-year), sementara secara bulanan (month-to-month) justru
terjadi deflasi sebesar -0,76%.

Deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga pada sektor perumahan, air, listrik,
dan  bahan  bakar  rumah  tangga  sebesar  -9,16%,  serta  sektor  informasi,
komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -8,08%. Diskon 50% tarif listrik untuk
pelanggan berdaya di bawah 2200 watt selama Januari dan Februari menjadi
penyumbang utama deflasi tersebut.

Deputi  Bidang  Statistik  Distribusi  dan  Jasa  BPS,  Pudji  Ismartini,  dalam
paparannya menjelaskan bahwa meskipun Januari mengalami deflasi, sejumlah
komoditas  tetap  menunjukkan  kenaikan  harga  yang  signifikan  menjelang
Ramadan.

“Perlu  diwaspadai  lonjakan  harga  pada  daging  ayam  ras,  telur  ayam,  tarif
angkutan udara, bawang merah, bawang putih, beras, dan emas perhiasan. Ini



komoditas-komoditas  utama yang sering memicu inflasi  menjelang hari  besar
keagamaan,” kata Pudji.

Dalam konteks daerah, Sulawesi Tenggara mendapat sorotan karena kenaikan
Indeks  Perkembangan  Harga  (IPH)  di  Kabupaten  Bombana  mencapai  4,98%.
Angka ini menempatkan Bombana di posisi  10 besar nasional sebagai daerah
dengan lonjakan IPH tertinggi.

Menanggapi  hal  ini,  Pemprov  Sultra  menyatakan  komitmennya  untuk
memperkuat  koordinasi  dengan pemerintah pusat  dan berbagai  pihak terkait
guna menjaga stabilitas harga bahan pokok di wilayahnya. Terutama menjelang
Ramadan dan Idul Fitri yang diprediksi akan meningkatkan tekanan inflasi akibat
lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.

“Kami akan terus melakukan pemantauan dan mengambil langkah antisipatif di
lapangan, termasuk memperkuat pasokan dan distribusi pangan,” ujar perwakilan
Biro Perekonomian Sultra usai rakor.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Sultra ini diharapkan mampu meredam
gejolak harga sekaligus memastikan kelancaran arus mudik dan distribusi logistik
selama periode penting Ramadan dan Idul Fitri 2025.


